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KAWASAN TERINTEGRASI BISA JADI SOLUSI

KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Selasa

27 Agustus 2019

Kawasan Terintegrasi Bisa Jadi Solusi

Kekurangan rumabh 111 juta unit berhadapan dengan harga lahan yang mahal di perkotaan. Rumah
susun dan kawasan terintegrasi transportasi di tengah kota dapat menekan ongkos transportasi.

SURABAYA, KOMPAS — Harga 2018, rumah ukuran 36/7:

Pertumbuhan Harp Properu Raldenshl (hmn)

agar semakin banyak warga ditujukan bagi kelompok ma-

al Rp 270 juta per unit, melebihi

tanah yang semakin mahal - Mener —Rata-rata yang bisa tinggal di rumah yang  syarakat berpenghasilan ren-

mengganjal penyediaan rumah  batas atas rumah bersubsidi 7 layak dengan harga murah. dah, tetap ada alokasi bagi ke-

subsidi.  Solusi penyediaan  yang Rp 140 juta,” katanya. 5§ —— Rusunawa ini ditargetkan bisa lompok tersebut.

rumah layak huni yang terjang- ~ Di Sulawesi Sclatan, hanga 2¥gz  dihuni pada awal 2020, "Kalau semua diperuntukkan

kau masyarakat berpenghasilan  tanah dan bahan e e | () Dia peminat  bagi

rendah semakin terbatas. yang mahal membuat pengem- e : 1.22. di Surabaya sangat an rendah, investasinya tidak
Salah satu solusi yang di- bang membangun rumah sub- o an o o ol on om ow o an ow tinggi. Sckitar 5000 warga an-  kembali,” kata Khalawi.

tawarkan pemerintah adalah  sidi di luar kota. 2017 2018 2019 tre untuk menghuni rusunawa. Menurut Khalawi, n.'m!m):m

membuat kawasan terintegrasi Kq»:dn Dinas Tata Ruangdan  Tahapan Penerbitan KPR Bersubsidi: T peruntukan buat masyarakat

sarana 7 i. Solusi lain- iman Sulsel A Bakti Ha-  * Kelompok ok berpenghasilan rendah dan bu-

nya dengan menyediakan hu- runi menuturkan, kawasan .mwm« Direktur Jenderal Penyedia-  kan masyarakat berpenghasilan

nian berupa rumah susun. yang disasar untuk rumah sub- Keleroki A an Perumahan Kementerian rendah akan diperbanyak. Se-
Pantauan Kompas sampai de-  sidi adalah Maros, (‘rmn, dzn * Verifikasi dilaksanakan dengan pengecekan dokumen secara formal. wawancara, dan pengecekan lapangan. Pekerjaan Umum dan  bab, pembangunan kawasan ini

ngan Senin (26/8/2019), pe- Takalar. "Padahal, - Perumahan Rakyat Khalawi dinilai schagai solusi untuk me-

di Su- bekerja di Makas-  * YR Mok dsbite yarg cipl Abdul Hamid mengatakan, kon-  ngembangkan  hunian  ber-

rabaya, Jawa Timur, tidak lagi  sar kalanyn 2 sep kawasan terintegrasi sarana  imbang.

membangun rumah bersubsidi Dari ketiga daerah itu, perlu transportasi mempaknn salah Director, Head of Research

sejak awal 2000-an. Alasannya,  waktu sekitar satu jam ke Ma- IR TS satu cara rumah  and C y Savills Anton

harga tanah yang tinggi mem-
buat harga jual rumah melebihi
batas, yakni Rp 140 juta Di
sekitar Surabaya, yakni Gresik,
rumah subsidi juga sulit di-
temukan.

Menurut Dircktur PT Jatim
Grha Utama Muh Rudiansyah,
harga lahan di Surabaya ra-
ta-rata Rp 3 juta per meter
persegi. Di Gresik,

kassar.

Pada 2015-2018, ada 60000
unit rumah subsidi yang di-
bangun di Sulsel. Tuhun ini,

program rumah b di di-

rencanakan 25000 unit. Hingga

Agustus terealisasi 12,000 unit.

Dinas Perumahan dan Per-
Kota i

il get kan h daerah.
an perumahan rakyat. Wali Kota Surabaya
Per 1y ah  Rismaharini mengatakan, ma-
Imnm tanah yang semakin ting-  syarakat yang pendapatannya

gi dan zona ruang perumahan
yang tidak cukup untuk area

" kata Kepala Dmas

mencatat, ada 39 p
subsidi  bagi ber-

F dan P
Ketut Astana.

sudah tidak lagi membangun
rumah subsidi pada 2017. "Sejak

penghasilan rendah. Namun,
belum semua pengembang me-

Solusi untuk mengatasi ke-
kurangan rumah mulai dipikir-

sebesar upah minimum kabu-
paten  bisa  menggunakan
rumah susun sewa (rusunawa)
yang dibangun Pemkot Sura-
baya. Harga sewa, untuk biaya
perawatan, mulai dari Rp
30000 per bulan sehingya tidak

membebani keuangan keluar-

Tri ga

"Harga sewa memang sangat
murah agar penghuni bisa me-
nabung untuk membayar uang
muka pembelian rumah atau
rumah susun,” katanya.

Saat ini, ada 18 unit rusunawa
di Surabaya. Tahun ini, ada tiga
unit rusunawa dengan kapa-
sitas 350 kamar yang dibangun

bagi masyarakat. Melalui kon-
sep itu, max)'aralul akan lebih
ban; angkutan

Sitorus berpendapat, proyek
mm:h susun di atas lahan ne-

umum. Namun, lokasi kawasan
tempat tinggal di perkotaan
membuat ongkos transportasi
vang dikeluarkan untuk ke tem-
pat kerja lebih murah.

Saat ini, setidaknya ada 56

mampu meng-
hndlrknn rumah rakyat secara
masif duwn hanga terjangkau.
Selama ini, komponen paling
mahal dari biaya rumah adalah
harga lahan. Pemanfaatan lahan
negara atau BUMN untuk per-

titik di yang akan
dibangun kawasan terintegrasi
dengan stasiun komuter. Ken-
dati tidak semua unit hunian

s dapat

mem:m;d:u biaya produksi se-

hingga menekan harga rumah.
(SYA/ETA/REN/CIP/NAD/LKT)

Harga tanah yang semakin mahal
penyediaan rumah layak huni yang
semakin terbatas. Salah satu solusi

mengganjal penyediaan rumah subdisi. Solusi
terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah
yang ditawarkan pemerintah adalah membuat

kawasan terintegrasi sarana transportasi. Solusi lain, menyediakan hunian berupa
rumah susun dan konsep kawasan terintegrasi sarana transportasi merupakan salah
satu cara menyediakan rumah bagi masyarakat. Melalui konsep itu, masyarakat akan

lebih banyak menggunakan angkutan

umum. Namun, lokasi kawasan tempat tinggal di

perkotaan membuat ongkos transportasi yang dikeluarkan untuk ke tempat kerja lebih

murah.
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Haluan Pembangunan

@ ARIF BUDIMANTA
Direktur Eksekutif Megawati Institute

telah patkan bangsa Ind, iadalam
kondisi, di antaranya ekonomi cenderung
slx;uun dan behm  mampu keluar dari per-

alam pidato k
raannya pada 16
Agustus 2019, Pre-
siden Joko Widodo
menyampaikan,
dalam dunia yang
ccpm berubah kltn harus mcngclola

cara

dan lungkah baru yang ndapnf
gresif dalam
pembahan zaman.

Pembangunan nasional adalah perubah-
an terencana yang menetapkan arah tujuan
kehidupan bernegara dalam meraih masa
depan, y: yang dihasilkan mclnlul proses kon-
sensus b untuk

i di kisaran lima persen.
Padahal )lka ingin keluar dan )ebakan
negara berp
periu tumbuh lu)uh persen. Selain itu, penu-
runan .m,..u Rasio Glm saat lm maslh lebih
lmygl ipada era 1

proporsi
yang dikuasai satu persen pu)dmluk dewasa
terus meningkat dari 315 persen pada 2010
menjadi 46,6 persen pada 2018. Upah buruh
tani dan buruh bangunan juga tidak meng-
alami perbaikan berarti.

Ketiadaan haluan negara menyebabkan
Indonesia seperti gagap merespons fenomena
sosial, seperti euforia demokrasi dengan me-
ma.klmin,\a sekadar dominasi mayoritas, te-
rorisme dan radikalisme, ideologi transna-
nonal dxm upaya sistematis meninggalkan

NKRI, dan Bhinneka Tunggal Tka.

perubahan itu sendiri.

Ia tak sebatas rancangan teknokratik, juga
harus mampu mencapai tujuan utama pem-
bangunan, yaitu transformasi masyarakat
dalam jangka waktu tertentu, memuat ca-
paian kuantitatif, transformasi Lclcni)qnn
dan cetak

Admos O Chimhowu, dkk (2019) dalam
J umal World Dev elupmull Volume 120 me-
nasio-
nal merupah.n titik kaepakalan mengenai
masa depan sekaligus alat penyinyalan ke-
bajikan, di mana kepemilikannya disematkan

perekonomian seperti di ik
Joseph E Stiglitz dalam bukunya People,
Power, and Profit (2019).

Saat ini kita menghadapi tensi perang
dagang yang naik turun, perang mata vang,
bangkitnya pirit nasionalisme ‘kanan’ di ber-
bagai negara maju, gelombang demokratisasi
di negara teluk hmgg.l mamkn\a perkem-

dalam kehidupan sosial b melalui
suatu proses konsensus nasional.
Titik meakalan llu buah dari proses
asi kat berisikan
sari pati kebajikan dan hikmah kebijaksanaan
rakyat. Pada masa lalu, dinamakan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Vacana nwnghlduplun kembah GBHN

bolak

bangan duma }
k kitapun had. [m
lmgan tak kalah beratnya, neraca perdagang-
an yang defisit, dan nilai tukar rupiah yang
melemah. Selain itu, ancaman jebakan nega-
ra berpendapatan menengah dan potensi ber-
kembangnya benih radikalisme.

Dani Rodrik (2011) dalam The Future of
Economic Convergence mengatakan, ada
trilema d: setiap pcmbany.umn nasional, ya-
itub dalam
prM.L.. i kodaul lonal:dan

cintahan A 1

Untuk mer pons itu, perlu k
haluan negara yang dapat menuntun kita
menjawab pembahan yang dua(hkan Ian-

secara bcrl.mmamhungnn
Sebagai negara yang terus mengincar
pertumbuhan lebih tinggi, pemerintah wajib

terus memperbaiki tata kelola negara agar
kesejahteraan sosial tercapai.

Dampak terhadap upaya meningkatkan
kesejahteraan sosial tanpa haluan negara,

ini marak dij Ada
yang pro dan kontra, walaupun tak sedikit
vang berlebihan menanggapinya.
Sebenarnya, rencana menghadirkan
kembali haluan dalam bemegara itu merupa-
L.m l\epulm.m MPR 4/‘\[?!1/3014 yang me-
lasi sistem
kem-

1 deugau hadirk
bali haluan negara.

Sebagai perbandingan, konsep pemba-
ngunan nasional yang merujuk model haluan
negara dijalankan Malaysia. Malaysia me-
miliki Outline Perspective Plan sejak 1957
hingga 2020.Untuk mendukung haluan ter-
sebut, Pemerintah Mala\\u menyusun

hingga selalu ada perubahan kebijakan eko-
nomi

Sejatinya, sebagai pengganti GBHN, In-
donesia telah memiliki UUNomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional (SPPN). Ada juga UU No-
mor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pem-
bangunan Jangka Panjang Nasional tahun
2005-2025.

UU itu sebagai landasan hukum perenca-
naan pembangunan yang dilakukan peme-
rintah pusat ataupun pemda. Melalui UUini,
pmx-rm.il nn-rumushm perencanaan pem-

ional jangka p (RPJP),
menengah (RPJM), dan tahunan (RKP).
Program dan target pembangunan harus
terukur dan berkesinambungan sehingga
dapat dievaluasi oleh struktur negara.

Seperti largel pemlungumn dengan ke-
luaran p
Kat, boleh jadi tidak dapat diselesaikan secara
lunla.\dnlam satu periode pemerintahan.
Karena itu, perfu kerangka yang membuatnya
berkesinambungan.

Selain itu, jika antara RPJM Nasional
yang disusun presiden berdasarkan visi dan
misinya berbeda dengan RPJP, tidak ada satu
pun ketentuan dalam UUD 1945 atau un-
dang-undang lainnya yang melarangnya.

Bahkan ada fakta, visi, misi, dan program
kerja presiden terpilih (yang selanjutnya di-
susun sebagai RPJM Nasional) dalam bebe-
rapa hal berbeda dengan visi, misi, dan prog-
ram kerja kepala daerah terpilih.

Jadi, bisa terjadi perbedaan implementasi
RPJM Nasional dengan RPJM Daerah. Ka-
dang kala, disebabkan kurangnya keteribat-
an pemangku kepentingan dan atau adanya
kekuasaan yang asimetrik dalam proses
perencanaan (Chimhowu dkk, 2019).

Beragam manfaat didapatkan dari pem-
bangunau yang merujuk model haluan ne-
gara, yaitu memastikan kesinambungan ren-
cana pﬂnbamunml muunal

sinergi b rian/
dan daerah yang solid sehingga pemanfaatan
APBN/APBD dan kebijakan pembangunan
lebih produltif, tepat guna, dan tepat sasaran.

Aomb

ekonomi sebesar lujljh pe;sell'n, mendistri-
busikan keadilan ekonomi baik di wilayah

Malaysia Plan yang ikan
The Nation Policy deq;an n-nlang waktu lima
tahun dan dn)dlanun konsisten sampai saat
ini meskipun rezim pemerintahan berganti.

Thml.mdjugx pun\a melalui kerangka

suawxl 37. Ini P

tak berj ‘

karena ada pnhaknuemal pemmmahan lebih
ingkan kep B gan se-

timur barat, serta perd fun-
damental stabilitas dan integrasi nasional.

Haluan pembangunan nasional, pada
dasarnya kaidah penuntun berisi arahan
dasar melembagakan nilai Pancasila dan
UUD 1945 ke dalam sejumlah pranata publik
untuk mencapai negara adil dan makmur.
GBHN adalah haluan kebajikan pemba-
ngunan.m

Penetapan sebuah model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berfungsi sebagai
'panduan ideologis' bagi pembangunan nasional dianggap sebagai kepentingan
mendesak. Untuk itu, digagas adanya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 yang
memberikan kewenangan kembali kepada MPR untuk menetapkan haluan negara.
Sekaligus memiliki "Visi dan misi itu lebih fokus pada perencanaan pembangunan
jangka menengah, jangka panjang."

Hashtag Berita
#RPIJP #RPIJMN #RPIMD #RKP #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomilndonesia
#Infrastruktur #PelaksanaanProyekNasional #PembangunanNasional



